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DASAR
HUKUM
ADMINDUK

UUD 1945
UU No.23/2006

UU No.24/2013

UNSUR BERDIRINYA SUATU NEGARA

• Penduduk
• Pemerintahan

• Wilayah
• Pengakuan negara lain

TUGAS NEGARA

Memberikan perlindungan hukum kpd seluruh WNI Penduduk Indonesia dgn
memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan Gratis.

Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan
adminduk.

TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK
Memberikan keabsahan identitas
Memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk
Menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
Mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
Menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya

PP No.40/2019
PERPRES No.96/2018

PMDN No.19/2018
PMDN No.7/2019
PMDN No. 95/2019
PMDN No. 109/2019



OUTPUT 
PELAYANAN 
ADMINDUK

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el
4. KIA
5. Suket Pindah
6. Suket Pindah Datang
7. Suket Pindah ke Luar Negeri
8. Suket Datang dari Luar Negeri
9. Suket Tempat Tinggal

10. Suket Kelahiran
11. Suket Lahir Mati
12. Suket Pembatalan Perkawinan
13. Suket Pembatalan Perceraian
14. Suket Kematian
15. Suket Pengangkatan anak
16. Suket pelepasan kewarganegaran

Indonesia

17. Suket Pengganti Tanda Identitas
18. Suket Pencatatan Sipil
19. Akta Kelahiran
20. Akta Kematian
21. Akta Perkawinan
22. Akta Perceraian
23. Akta Pengakuan Anak
24. Akta Pengesahan Anak

DOKUMEN KEPENDUDUKAN (24 DOKUMEN)

DATA KEPENDUDUKAN

1. Data Perseorangan 2. Data Agregat
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LAYANAN 
ADMINDUK

< 1995
Manual

1995
Penerapan

Simduk

2001
Pembentukan Ditjen
Adminduk/Dukcapil

2004
Keppres 88/2004 

Ttg PIAK

2006
UU No 23 Thn 2006

2009 s.d 2011
Pemutakhiran Data, Penerbitan
NIK & Penerbitan KTP berbasis
NIK Nasional (KTPel)

2013
UU No 24 Thn 2013

2015
Era Pemanfaatan Data
PMDN 61/2015

2016
Awal Layanan Capil
Online
PMDN 9/2016

2019
Dukcapil Go Digital :

• Kertas Putih (PMDN 109/2019)
• TTE (PMDN 7/2019)
• ADM (PMDN 7/2019)

TRANSFORMASI

INTEGRASI DAN KONEKSI 
DATA KEPENDUDUKAN

IDENTITAS DIGITAL



TARGET PEREKAMAN KTP-el
TAHUN 2021

198,628,692 jiwa

Perekaman
195,665,182 jiwa

98,50%

Wajib
KTP

Sidik
Jari

Iris 
Mata

Foto
Wajah

Data 
Tunggal



SEMANGAT SATU DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 13, ayat (3)

NIK dicantumkan dalam setiap
Dokumen Kependudukan dan 
dijadikan dasar penerbitan paspor, 
sim, npwp, polis asuransi, sertifikat
hak atas tanah, dan penerbitan
dokumen identitas lainnya.

Pasal 58 ayat (4)

Data kependudukan yg digunakan untuk semua keperluan adalah Data 
Kependudukan dari Kementerian yg bertanggungjawab dalam urusan
pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
a. Pelayanan publik;
b. Perencanaan pembangunan;
c. Alokasi anggaran;
d. Pembangunan demokrasi; dan
e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006



N I K
KARAKTER NIK
unik atau khas, tunggal dan 
melekat pada seseorang

sebagai single identity 
number dalam pelayanan
publik di Indonesia

mendorong integritas data,  reformasi tata 
kelola data, perbaikan pelayanan publik
dan dalam
mewujudkan Satu 
Data Indonesia

-NIK DIURUS 
DIDUKCAPIL

- KANTOR BUKA 
MINIMAL 5 HARI 

KERJA
-SYARATNYA

PENGANTAR RT RW



“Data kependudukan
membantu tugas besar
pemerintah untuk
menyediakan pelayanan
publik secara lebih baik” 
(Rajanish & Bajaj, 2008).

Data Kependudukan idealnya
merupakan representasi seluruh data
siklus hidup penduduk secara
nasional, mencakup data sejak lahir,
tumbuh kembang, remaja, hingga
dewasa dan lansia. NIK juga menjadi
akses informasi kesejahteraan
individu termasuk akses kesehatan,
pendidikan, sosial, ekonomi, hingga
hukum dan politik.

Birth → 

NIK/KK/ 

Akta 

kelahiran

1

Medical 

Informatio

n & 

facilities 

→ 

JKN/KIS

2

Investmen

t for Child  

Dev. and 

Future → 

BOS/KIP

3
Education

informatio

n & status 

→ Jenjang 

Sekolah, 

data  

LPDP

4
Access to 

various 

services 

(tiket KAI, 

tiket

Pesawat

e-toll, dll) 

5

Akses

keuangan

→ KUR, 

Kartu

Kredit, dll

6
G2C 

(governmen

t to citizen) 

services → 

sim, STNK 

paspor

7
Access to 

employment 

& business 

opportunitie

s → kartu

kuning , 

lamar kerja

8
Old age 

services/ 

layanan

lansia

9

NIK sebagai basis data National ID Lifecycle

(diolah dari: Rajanish dan Bajaj, 2008)

BASIS DATA NIK



SIM,CIF
NO HP

NO BUKU NIKAH

P-CARE, PEDULI 
LINDUNGI

BANSOS
dll

NPWP

PLAT NOMOR

PASPOR

NO BPJS KES

NIK
KUNCI AKSES



Tahun 2021
3,905 lembaga

Tahun 2020
2,138 lembaga

Tahun 2019
1,611 lembaga

Tahun 2018
1,145 lembaga

Tahun 2017
716 lembaga

59,9%

40,6%

32,7%

82,6%

PEMANFAATAN NIK PER SEPTEMER 2021

7.001.442.585

JUMLAH AKSES NIK

PENGGUNAAN DATA 
KEPENDUDUKAN

Pileg/Pilpres Thn 2014 & 2019

Pilkada Thn 2015, 2017,2018 & 2020

Baseline SP2020 oleh BPS

Dasar perhitungan DAU, 
DAK dan Dana Desa

Verifikasi data bansos
dan subsidi serta pelayanan

publik lainnya



MONITORING TRANSAKSI PELAYANAN HARIAN



1

2

3
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PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM TRANSAKSI 
PELAYANAN DATA KEPENDUDUKAN 

J A N

F E B

M A R

A P R

M E I

J U N

J U L

A G S

Lahir : 113,057
Mati : 88,625

Pindah Datang:
498,213

Lahir : 71,291
Mati : 93,043

Pindah Datang:
499,051

Lahir : 41,639
Mati : 105,111
Pindah Datang:

525,834

Lahir : 46,966
Mati : 116,643
Pindah Datang:

521,224

Lahir : 48,718
Mati : 88,046

Pindah Datang:
421,032

Lahir : 54,939
Mati : 128,204
Pindah Datang:

742,886

Lahir : 45,315
Mati : 158,995
Pindah Datang:

483,976

Lahir : 50,620
Mati : 202,862
Pindah Datang:

532,858



KEMENSOS

116,962,970
DTKS

8.774.022
EMIS

BKN

KEMENAG

KEMENDIKBUD

BPJS KES

KEMENTAN

ATR/BPN

POLRIKEMENKO UKM

DITJEN PAJAK

KEMENKES

PLN

5.463.216
ASN

54,932,572
DAPODIK

180.217.671
KEPESERTAAN

13.394.546 
SUBSIDI PUPUK

14.957.854
SUBSIDI LISTRIK

4,507,942
VAKSIN COVID-19

50,007,009
NPWP

242,930
KENDARAAN

2,950,710
SERTIFIKAT

13,569,778
SUBSIDI UMKM

Data 
Kependudukan

Dukcapil

272,229,372

DATA 
SEMESTER I 

2021

SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA K/L  UNTUK DALAM 
DALAM MEWUJUDKAN NIK SEBAGAI KUNCI AKSES



PENTINGNYA SINKRONISASI DATA 
KEPENDUDUKAN DENGAN INTERPOL

01
MONITORING

02
PEMUTAKHIRAN DATA

Memperlihatkan data instansi
yang sudah mengalami
perubahan akibat terjadinya
lahir, mati, pindah datang, 
kawin dan cerai

Membantu instansi lain untuk
memperbaharui data masing-
masing yang mengalami
perubahan



MEMBANGUN MONITORING TRANSAKSI PELAYANAN (LAHIR s.d MATI, 
PINDAH - DATANG) DALAM RANGKA UPDATING DATA 
KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN







HASIL SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA 
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (NIK SEBAGAI INTEGRASI DATA)



HASIL SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DENGAN DATA 
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (NIK SEBAGAI INTEGRASI DATA)



TRANSFORMASI

REGULASI BIDANG ADMINDUK
BEBERAPA MOMENTUM

UU NO 23/2006

UU NO 24/2013

PERPRES NO 
96/2018

PP NO 40/2019

BERBAGAI 
PERMENDAGRI

Semenjak UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan diberlakukan tahun 2006 dan sekarang tahun 2021
telah banyak regulasi yang berubah. Oleh karena itu penting sekali
merubah paradigma, pola pikir dan pendekatan dalam
penyelesaian masalah pelayanan Adminduk

KRITERIA Dalam menyelesaikan
permasalahan ADMINDUK:
✓Cek substansi
✓Cek kewenangan
✓Cek Prosedur
(UU No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan)



PENGATURAN BARU

1. Permendagri
7/2019

2. Permendagri
95/2019

3. Permendagri
96/2019

4. Permendagri
102/2019

5. Permendagri
104/2019

6. Permendagri
108/2019

7. Permendagri
109/2019

03
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
melalui Penetapan PN/Contrarius

Actus

02
Dokumen yg sudah TTE tdk perlu lg

legalisir

01

TMT Juli 2020 Register & Kutipan
Akta Pencatatan Sipil seluruhnya

menggunakan Kertas Putih HVS 80 gr
A4 (sehingga memungkinkan 

dilakukannya cetak mandiri oleh 
penduduk).

04
KTPel tdk dipersyaratkan bg Ibu

kandung yg blm berusia 17 th dlm
mencatatkan kelahiran anaknya

06 SPTJM Jika salahsatu Pasangan atau
keduanya Yg Akan Mencatatkan
perkawinan telah meninggal dunia

07

Pencatatan perkawinan di Dukcapil
bgi status cerai hidup blm tercatat
dpt dilaksanakan dg SPTJM 
Perceraian

08

Akta LN yg sdh diterjemahkan
resmi/SPTJM sebagai pengganti bukti
pelaporan ke KBRI (dalam penerbitan
suket pelaporan pencatatan sipil)

05

Pencatatan Kematian bgi Pddk yg tdk
terdaftar dlm KK dan dlm Database 
Kependudukan dilakukan melalui
Penetapan Pengadilan



INOVASI
PELAYANAN

D-SIGN

KERTAS PUTIH

FILE PDF

PENDAFTARAN ONLINE

ADMSejak Tahun 2019
Dukcapil’s Signature 

Electronic (Tanda 
Tangan Elektronik pada 

dokumen
kependudukan)

Sejak Tahun 2020 
Dokumen

kependudukan
menggunakan kertas

putih A4 80 gram Softcopy dokumen
kependudukan dalam
bentuk pdf dikirim ke

email penduduk

Pendaftaran dan 
upload berkas melalui
web dan app mobile

Anjungan Dukcapil
Mandiri dilaunching
tahun 2019



KERTAS PUTIH

• Berdasarkan Permendagri 
109/2019

• Kertas putih
menggantikan kertas
security

• Memiliki kekuatan
hukum

• Seluruh dok
kependudukan
menggunakan kertas
putih kecuali KTP-el & KIA

• Ukuran A4, 80 gram

TTE
Penandatanganan Dokumen

dlm bentuk QR Code

• Dipindai menggunakan QR 
(quick response) scanner 
pada aplikasi di smartphone

• Bila dok asli maka hasil pindai
akan muncul tanda centang
hijau dan tertulis dok aktif, 
nik pemohon, nama
pemohon dan no dok

• Bila palsu/tdk sesuai
database muncul centang
merah

FILE PDF

Semua layanan dokumen
kependudukan bisa

dikirimkan langsung ke
warga dalam bentuk file 
PDF lewat smart phone 

atau Email

Penduduk dapat
mencetak sendiri di 

rumah melalui file pdf yg
telah diberikan

designed by herra



PENGECEKAN DOKUMEN
(dari TTD basah ke QR Code)

PENGECEKAN DOKUMEN MELALUI QR CODE

AKTIF
TIDAK 
AKTIF

TIDAK 
VALID

QR CODE DAN PIN PENCETAKAN DOKUMEN
YANG DITERIMA PENDUDUK

QR CODE

PIN



KK SEBELUM TTE

KK SESUDAH TTE

AKTA MATI 
SEBELUM TTE

AKTA MATI 
SESUDAH TTE

AKTA KAWIN
SEBELUM TTE

AKTA KAWIN
SESUDAH TTE

AKTA CERAI
SEBELUM TTE

AKTA CERAI
SESUDAH TTE

AKTA LAHIR
SEBELUM TTE

AKTA LAHIR 
SESUDAH TTE



KEUNTUNGAN

designed by herra

MUDAH DAN CEPAT

Pada proses pelayanan
administrasi kependudukan

PENGHEMATAN ANGGARAN

• Disdukcapil tidak perlu melakukan pengadaan
blanko KK, akta kelahiran, akta kematian dan akta
perkawinan

• Bisa menghemat 450 milyar pada tahun 2020

MINIMALISIR PUNGLI DAN CALO

B E N E F I T

Pencetakan dokumen kependudukan bisa dilakukan
penduduk dengan mudah secara mandiri di rumah
melalui layanan online atau melalui ADM



MENTERI DALAM NEGERI
SEBAGAI PEMEGANG HAK AKSES

MENDELEGASIKAN

PETUGAS DUKCAPIL 
PROVINSI

PETUGAS 
DUKCAPIL 
KAB/KOTA

PENGGUNA

DIRJEN DUKCAPIL

MEMBERIKAN HAK AKSES

(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 3)

Pasal 4

(Permendagri No 102 Pasal 2-5 Tahun 2019)

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN 
DATA KEPENDUDUKAN DI DAERAH



• Pengguna 

Pusat

a. Lembaga Negara;

b. Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian; dan

c. Badan Hukum Indonesia Pusat.

• Pengguna 

Daerah Provinsi

a. Organisasi Perangkat Daerah 
Provinsi;

b. BHI Provinsi yang tidak ada 
hubungan vertikal dengan BHI 
pusat.

• Pengguna Daerah

Kabupaten/

Kota

a. Organisasi Perangkat Daerah Kab./Kota;
b. BHI Kab./Kota yang tidak ada hubungan 

vertikal dengan BHI Pusat dan BHI 
Provinsi.

Lembaga Pengguna Yang Dilayani 

(Permendagri No 102 Pasal 10-11 Tahun 2019)



GIANTTEMPLATE.COM

Card 
Reader

Web 
Service

Web 
Portal

Mekanisme

Pemanfaatan Data Kependudukan
(Pasal 21 Permendagri 102 Tahun 2019)



CARD READER



WEBSERVICE



METODE AKSES WEB PORTAL

Modul akses data kependudukan

• Single user

• Tanpa aplikasi khusus

• Tanpa Proof of Concept (PoC)

• percepatan implementasi hak 

akses pemanfaatan data kependudukan, 

dilakukan dengan mekanisme web portal.

• Elemen data sesuai PKS



TERIMA KASIH



MENAKAR KESIAPAN PEMILU 2024
KHOIRUNNISA NUR AGUSTYATI

PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)



PEMILU 2024

SISTEM PEMILU 
PROP TERBUKA

AMBANG 
BATAS 

PARLEMEN 4%

BESARAN DAPIL 3-
10 UNTUK DPR, 

DAN 3-12 UNTUK 
DPRD

KEBIJAKAN 
AFIRMASI 

TETAP SAMA 

SYARAT 
MINIMAL 

PENCALONAN 
PRESIDEN

PENGGUNAAN 
TEKNOLOGI?



PENYELENGGARAAN
pemilu pasca-tidak 
adanya revisi UU pemilu

IRISAN 
TAHAPAN 
KRUSIAL

TAHAPAN 
PEMILU 30 

BULAN? 

MEMAKSIMALKAN 
PKPU

MANAJEMEN 
TATA KELOLA

MENYIAPKAN 
MANAJEMEN 

RISIKO

BAGAIMANA UPAYA 
PENINGKATAN 
KETERWAKILAN 

PEREMPUAN? 

ANGGARAN



BAGAIMANA 
MEMPERSIAPKAN 
PEMILIH?



Hal-hal yang Mempengaruhi
Partisipasi

Faktor Regulasi Faktor Administratif

Informasi yang 
diterima pemilih

Penyelenggara yang 
independen

Faktor Politik

Jaminan Keamanan
dan Kesehatan

Inklusivitas Daftar 
Pemilih



Bentuk partisipasi (Ramlan Surbakti)

Melakukan sosialisasi pemilu Melaksanakan pendidikan
pemilih

Memilih calon dan 
membahas visi-misi, 

program partai
Memberikan suara

Menulis atau menyiarkan
berita tentang pemilu

Mendukung peserta
pemilu/calon tertentu

Mengorganisasi warga lain 
untuk mendukung/menolak
alternatif kebijakan publik

yang diajukan peserta
pemilu

Menyampaikan hasil
pemantauan atas pemilu, 

dan menyampaikan
pengaduan tentang dugaan

pelanggaran pemilu

Melakukan survey dan 
menyebarluaskan hasil

survey tentang pendapat
atau persepsi pemilih

Melaksanakan dan 
menyebarluaskan hasil

hitung cepat













KODIFIKASI 
UNDANG-UNDANG PEMILU

Sekretariat Bersama
Kodifikasi Undang-undang Pemilu



KAJIAN DAN 
SIMULASI 

SISTEMATIKA 
KODIFIKASI

TAHAP KE-1

KAJIAN DAN 
SIMULASI 
MATERI 

KODISFIKASI

TAHAP KE-2

Jun-Des 2014 Jun 2015 – April 2016

4 Organisasi 34 Organisasi

dokumen:
KAJIAN KODIFIKASI 
UNDANG-UNDANG 

PEMILU

dokumen:
NASKAH AKADEMIK 
RUU PEMILU DAN 

RUU PEMILU

Panitia Pengarah:
1. Prof Ramlan Surbakti
2. Prof Syamsuddin Haris
3. Prof Saldi Irsa
4. Prof Topo Santoso
5. Ani Soetjipto
6. Sri-Budi Eko Wardhani
7. Nico Harjanto
8. Philip Vermonte
9. Sulistio
10. M Afiffudin
11. Kurniawan
12. Hepy Sebayang
13. Donal Fariz
14. Anis Hidayah

Koordinator:
Didik Supriyanto dan
Titi Anggraini



PEMILU
LEGISLATIF

PEMILU
PRESIDEN

PEMILU
KEPALA DAERAH

UU No 42/2008

UU No 01/2015
UU No 08/2015

UU No 15/2011

UU No 08/2012 
Tumpang tindih
dan kontradiksi

Pengulangan
atau duplikasi

Standar beda atas
isu yang sama

Tidak koheren dlm
mengatur sistem

Azas dan Prinsip
Penyelenggaraan Sama

Aktor dan Tahapan
Pelaksanaan Sama

Model Penegakan
Hukum Sama

Tujuan & Sistem Berbeda
Shg Perlu Dikoherenkan

KODIFIKASI 
UNDANG-UNDANG PEMILU

(1) Koheren dan komprehensif, (2) Berdaya jangkau panjang, 
(3) Mudah dipahami dan diterapkan, (4) Efektif utk pendidikan politik.



Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN 
PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS 
UNDANG-UNDANG TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, 
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN 
RUANG LINGKUP

BAB VI PENUTUP

NASKAH AKADEMIK RUU PEMILU

BUKU 
KESATU

BUKU 
KEDUA

BUKU 
KETIGA

BUKE 
KEEMPAT

BUKU 
KELIMA

BUKU 
KEENAM

BUKU 
KETUJUH

BUKU 
KEDELAPAN

Pengertian, Asas Tujuan dan
Prinsip Penyelenggaraan.

Penyelenggara, Pemilih, 
Peserta, dan Calon.

Sistem Pemilu Nasional, 
Sistem Pemilu Daerah.

Penetapan Daerah Pemilihan, Pendaftaran Partai
Politik Peserta Pemilu, Pendaftaran Calon, 
Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, 
Penetapan Hasil, Pelantikan, Pemilu Susulan Ulang

Penanganan Pelanggaran, 
Penyelesaian Perselisihan.

Jenis-jenis Partisipasi Masyarakat, 
Kelembagaan Partisipasi Masyarakat.

Ketentuan Sanksi Administrasi, 
Ketentuan Sanksi Pidana.

Ketentuan Peralihan, 
Ketentuan Penutup.



ASAS

TUJUAN

PRINSIP
PENYELENGGARAAN

LANGSUNG UMUM BEBAS

RAHASIA JUJUR ADIL

PROSES

HASIL

1) Mempermudah pemilih dlm memberikan suara, 
2) Menyederhanakan jadwal penyelenggaraan, 
3) Menghemat biaya negara,
4) Menyeimbangkan beban penyelenggara

1) Meningkatkan partisipasi politik,
2) Menciptakan sistem presidensial yg efektif,
3) Menyederhanakan sistem kepartaian DPR/DPRD
4) Memperkuat dan mendemokrasikan partai

PEMILU
NASIONAL

PEMILU
DAERAH

1) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
2) Memilih Anggota DPR
3) Memilih Anggota DPD

1) Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur
2) Memilih Anggota DPRD Provinsi
3) Memilih Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil
4) Memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pemilihan kepala daerah adalah pemilu: a) penafsiran secara sistematis, historis, dan original content terhadap UUD 1945 memastikan bahwa
pemilihan kepala daerah adalah pemilu; b) asas pemilihan kepala daerah sama dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil; c) penyelenggara, pelaksanaan tahapan, dan model penegakan hukum pemilihan kepala daerah sama dengan pemilu.



PRINSIP
PENYE-

LENGGA-
RAAN

PEMILU

PENYUSUNAN
PERATURAN

PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN

PERSIAPAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

PENEGAKAN 
HUKUM

PELAPORAN DAN 
EVALUASI

Pembentukan
Daerah Pemilihan

Pendaftaran Partai
Politik Peserta Pemilu

Pendaftaran Pemilih

Pendaftaran Calon

Kampanye

Pemungutan dan
Penghitungan Suara

Penetapan Hasil

Pelantaikan



PARTAI 
POLITIK 
PESERTA 
PEMILU

PSERTA 
PEMILU 

PRESIDEN

PSERTA 
PEMILU 
KEPALA 
DAERAH

DPR

DPRD

a) Memiliki kursi DPR; atau
b) Memiliki kursi DPRD Prov di lebih 50% prov; atau
c) Memiliki kursi DPRD Kab/Kot di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot; atau

d) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPR terakhir.

a) Memiliki kursi DPRD Prov; atau
b) Memiliki kursi DPRD Kab/Kota di lebih dari 50% DPRD Kab/Kot di provinsi ybs; atau
c) Memiliki suara 1% atau lebih pada Pemilu DPRD Prov terakhir.
d) Memiliki dukungan pemilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah suara dari 

kursi terakhir yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu di satu daerah pemilihan 
pada Pemilu DPRD Provinsi terakhir

Pasangan Calon
Partai Politik

Pasangan Calon
Perseorangan

Pasangan
Calon

Diusulkan oleh partai politik atau koalisi
partai politik peserta Pemilu DPR.

Diusulkan oleh partai politik atau koalisi
partai politik peserta Pemilu DPRD Prov.

Mengajukan diri dengan dukungan
sejumlah warga negara yg punya hak pilih.



SISTEM PEMILU NASIONAL

Varibel Sistem Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden

Pemilu Anggota
DPR

Pemilu Anggota
DPD

Waktu
Penyelenggaraan

Bersama Pemilu
Anggota DPR dan DPD

Bersama Pemilu
Presiden dan Pemilu
Anggota DPD

Bersama Pemilu
Presiden dan Pemilu
Anggota DPR

Besaran Dapil 1 pasang kursi 3-6 kursi 4 kursi/provinsi

Metode Pencalonan Calon diajukan partai atau
koalisi partai peserta
pemilu DPR

Daftar calon diajukan
partai berdasar nomor
urut, 30% perempuan, 
30% dapil perempuan
nomor urut 1

Calon mengajukan diri
sendiri dg sejumlah
dukungan pemilih

Metode Pemb Suara Memilih calon Memilih calon Memilih Calon

Ambang Batas 1%

Formula 
Perolehan Kursi

Mayoritas mutlak
(putaran kedua)

Divisor St Lague
atau Webster

Terbesar ke-1, ke-2, 
ke-3, dan ke-4

Penetapan
Calon Terpilih

Suara terbanyak



SISTEM PEMILU DAERAH

Varibel Sistem Kepala Daerah Pemilu Anggota DPRD

Waktu
Penyelenggaraan

Bersama Pemilu Anggota DPRD Bersama Pemilu Kepala Daerah

Besaran Dapil 1 pasang kursi 3-6 kursi

Metode Pencalonan Calon diajukan partai atau koalisi
partai peserta pemilu DPRD; 
atau mengajukan diri sendiri
dengan sjumlah dukungan
pemilih

Daftar calon diajukan partai
berdasar nomor urut, 30% 
perempuan, 30% dapil
perempuan nomor urut 1

Metode Pemb Suara Memilih calon Memilih calon

Ambang Batas 1%

Formula 
Perolehan Kursi

Mayoritas sederhana Divisor St Lague atau Webster

Penetapan
Calon Terpilih

Suara terbanyak



PELANGGARAN 
KODE ETIK

PELANGGARAN 
ADMINISTRASI

TINDAK 
PIDANA

PERSELISIHAN 
ADMINISTRASI

PERSELISIHAN
HASIL

DKPP

KPU

KPU  
Bawaslu

KPU 
Provinsi

KPU 
Kab/Kot

PELAPOR

PELAPOR
KPU

KPU Prov

KPU Kab/Kot

PPK

PELAPOR POLISI JAKSA
HAKIM

PN

PEMOHON

HAKIM ADHOC PEMILU DI PT

HAKIM ADHOC PEMILU DI MA

Pemilu Daerah

Pemilu Nasional

PEMOHON MK


